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ABSTRAK

Pesatnyva perkembangan teknologi kedokteran memungkinkan dokier untuk
memprediksi kematian seorang pasien dengan lebih cepat.Sebagai bagian dari
perkembangan ilmu kedokieran tersebut dimana seorang pasien vang menderita
penvakit vang sanpat parah dan tidak mungkin dapat disembuohkan lagn mengajukan
permahanan untuk mengakhirt hidupnya dengan jalan menghentikan pengobatan atau
dengan jalan diberi suntik mati. Kematian inilah vang dimaksud dengan Extfarasia.
Euthanasia merupakan perbuatan vang terlarang karena dikategorikan sebagai suatu
pembunuhan alas nyawa seseorang dan terhadap pelakunya diancam pidana Adapun
permasalahan dalam hal ini adalah (1)Bagaimana pengaturan cuthanasio dalam
hukum positil di Indonesio {2) Bagaimana pengaturan cavharcsio ditinjau dari Hak
Asasi Manusia (3) Bagaimana pengauran cwthanasfio di beberapa negara Eropa.
Berdasarkan  permasalahan distas,  penulis  melakukan  penelitian dengan
menggunakan metode pendekatan hukum normatil yaitu pendekatan vang dilakukan
atau vang ditujukan pada peraturan teriulis dan bentuk dokumen-dokumen resmi dan
mempelajari beberapa literator kepustakaan. Hasil penelitian terhadap permasalahan
tersebur adalah (1) Euthanasia di Indonesia dianggap sebagai suatu bentuk tundak
picdana, karena merupakan salah samn bentuk kejabatan terhadap nyaws, hal
terbukti dengan adanya PPasal dalam KUHP vang berkaitan dengan ewdthanasia yaitu
tasal 344 KUHP yang berbunyi:"Barang siapa vang merampas nyawa orang lain
vang jelas dinyvatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara
paling lama dus belas mhon™. (2) Dengan adanya Declaration of Human Rights hanya
ada “hak untuk hidup”, Hak untuk hidup merupakan salah satu hak asssi manusia
vang paling mendasar dan melekat pada diri manuesia sceara kodrat, herfaku universal
dan bersifat abadi sehagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, tetapi hak untuk mati
helum ada pengaturannyva, karena itulah ewchanasio merupakan suatu tindakan yang
melangear Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan asas ketuhanan yang maha
gsa. (3) Masalsh hak wmuk mati ini di beberapa pegara maju sudah ada
pengaturannya i dalam Perundang-undangan negara terschul, sepertl negara Eropa.
tetapi hak untuk mati ite tidak bersifat mutlak, seperti adanya keputusan dari
Pengadilan Neperi Leuwarden yang menetapkan tolak vkur perumusan Vtidak
dikenai hukum” atau TManpa bukuman” terhadap cuthanasiz yang  dilakukan.
Sedangskan menuret negara Belanda yang pertama kali melegalkan euthanasia,
euthanasia hanva dapat dilakukan kalay si pasien sendini yang meminta dan telah
memenuhi syarat-svarat untuk dilaksanakannya enthanasia.



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnva  peckembangan teknologi kedokferan, memungkinkan  dokier
untuk memprediksi kematian scorang pasien dengan lebib tepat. Schagai bagian
dari kemajuan leknologi kedokteran tersebut dimana seorang pasien vang
menderita suatu penvakil vang sudah sangat parab dan tidak mungkin dapat
disembuhkan lagi mengajukan sural permohonan unluk mengakhin hidupnya
denzan jalan menghentikan pengobatan atau meminta agar diberikan obat
penenang ataupun dengan cara memberikan suntikan mati. Kematian itulah yang
dinamakan dengan kematian Ewhanasia,

Furhauasio merupakan  suatu tindakan  untuk  membantu  seseorang
meningeal dunia lebih cepat guna membebaskannya dari penderitaan akibat
penyakil vang dideritanya. Masalah ini tetap menjadi perdebatan sampai sckarng
antara  polongan vang  menyetujui dengan yang menolak. golongan  yvang
menvelujui herpendapat babwa  ewthanasia bolch  dilakukan  dengan  syaral
disetujui olch si pasien keluarga, dan dokter vang menanganinya sedanghkan
eolongan vang menolak berpendapal bahwa euthanasia adalah suatu pembunuhan
terselubung,

Enthonasia il merupakan jenis kematian yang mubal tumbuh dan
berkembang  terutama sekali di negara-nepara maju dimana euthanasia telab
dilegalkan secara khusus dan tertulis. Euthanasia inl mulai menarik perhatian
dunia setelah diadakannva konferensi hukum se-dunia mengenal ™ Hak Manusia

untuk mati” vang diselanggarakan oleh World Peace Law Center di kota Mamla



lahun 1977, Dalam konfeensi ini telah diadakan sidang peradilan semu (sidang
tirvan) yang dihadini oleh tokob-tokoh di bidang hukum dan kedokteran dari

berbagal negara di duma, sehingpa mendapatkan perhatian vang sangat hesar
Fuchanasia merupakan dilema yang menempatkan para dokter dan tenaga
kesehatan lainnva dalum posisi vang sangat sulit. Dokter dan tepaga kesehatan
lainnva kadanp menchadapi kasus di mana seorang pasien menderita penyakit
vang tlidak dapat disembubkan lagi schingga pasien tersebul memohon kepada
dokter agar membantu untuk mengakhin hidupnya. Ewthanasia merupakan
masalah kompleks dan et kaitaonyva dengan masalab hukum, etika, moral,
kemanusiaan, agama, dan profest kedokteran, praktisi kedokteran. hukum.
pemuka agama bahkan birokrasi pemerintahan memberikan berbagai reaksi
terhadap Euthanasia, Eutfenoyio pada dasarnva memang dilarang pelaksanaannya
di Indonesia, karena entfanasta di Indonesia dianggap sebagai suatu tindak pidana
karena merepakan salab satu bentuk kejahatan terhadap nyawa, Kejahatan
lerhadap nyawa dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan

atas 2 dlasar yaita
1. Kejahatan atas dasar kesalahannya
Terdiri atas

a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus
misdrifvent, adalah kejahatan vang dimuat dalam Bab X1X KUHP,

Pasal 338 s/d 330,

I poinelia Masni, Tinfauan fervfong cabtfevias s dalara Salaaigeimiva dengan HAL,
Fakulis Hukiem Universitas Bung [lanta, Padang, 2004, Hlm 2

* Addami Chiozawi. Kejalfatan Ticfeedag bl dow syawa, PT Raju Grafindo
Persadi Jukurtis, 2007, HIm 53



b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja

ferwdpose miscdrijvery, dimuoat dalam Bab XX (khususnya Pasal 359)

1=

Kejahatan aias dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi)

a. Kejabatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuoat dalam
pasal © 338, 339, 340, 344, 345

b. Kejahatan terhadap nvawa bayl pada sast atau tidak lama selelah
dilahirkan, dimuat dalam pasal 341, 342 dan 343,

c. Kejahatan terhadap nyawa bayi vang masih ada dalam kandungan
ihu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348 dan 3449,

Jadi Ewthanasia ini merupakan kejabatan atas desar objeknya, yang
dikelompokkan dalam kejahatan terhadap nyawa pada umumnya, Futhanasic
secara hukum merupakan pembunuban atas permintaan korban. yakni permintaan
pasien kepada dokter. Hal ini dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana ¢ KUHP) buku kedua, Bab X1X Pasal 344, vang berbunyi ;

“ Barang siapa vang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang iw

sendiri vang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan

pidana penjara paling lama dua belas hun.™

3ari ketentuan di atas, bahwa di Indonesia seseorang tidak diperbolehkan
melakukan pembunuban terhadap vrang lain, walaupun pembunuhan ersebul
dilakukan dengan alasan atas permintsan si kotban sendiri, Sulit rasanya
membavangkan seseorang yang sampal hati membunuh ataw dengan perkataarn
lain merampas nvawa orang lain apalagi yang dikenalnya atau yang periu
ditolong. Pelaksanaan Futhanasio jelas-jelas melanggar hak asasi manusia karena

Indonesia merupakan negara hukum yang tidak hanya berpedoman kepada hukum

' Mosliamo, Kitab Undiag-Undang Hagkarm Pécases, Bumi Aksara, lakaria, 1999 ol 124



tertulis saja telapt jupa berpedoman pada hukom vang tidak tertulis seperti hukum
adat dan hukum Islam. Teapi pada kenvataannva ada jupa tedadi prakiek
Euthanasia di Indonesia walavpun dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi,

Salah samu hak vang bars dimiliki oleb seluroh umat manusia dan
merupakan hak kodrat adalah “hak untuk hidup”, Di dalam pengertian bak untuk
hidup ini teccakup pula adanya “hak untek mati™, Mengenai hak wntuk hidup ini
telah diakui oleh dunia. yaitu denpan adanya  Undversal Declaration of Human
Kielis oleh Perserikatan Bangso-bangsa pada tanggal 10 Desember 1984, Majelis
umum PBB menerima dan memproklamirkan pernyataan wmuom tentang HAM
vung berisikan 30 Pasal. Konsekuensinya yaitu setiap negara anggota PBB baik
sendirt maupun bersama-sarma wajib memajukan Hak Asasi Manusia.

Mengenal masalah hak untuk mati it merupakan hak dari Tuhan Yang
Maha Esa, yang sepala sesuatunya sodah diatur Tuhan dan manusia hanya
menjalankan sesuai denpan apa yang ditentukannya, Pada umumnya pendapat i
didasarkan atas pertimbangan sepgi religius. Scdangkan mengenat masalah hak
untuk mati ini di beberspa nepara maju sudah dister, bahkan sudah ada
pengaturannya di dalam  perundang-undangan negara tersebut. seperti yang
terdapat di Megars-negara Eropa

Walaupun telah distur dalam Undang-Undang namun hak untuk mati it
tidaklah bersifat mutlak, tetapi terbatas pada keadaan dan situasinya terentu.

Misalnva ;

“Bagi penderita yang menderita suatu penvakil vang sudah tidak ads
harapan lagi untuk penyembuhannya, yang mana pengobatan  dan
perawatan vang dilakukan sudah tidak ade gunanva lagi Muka bag

T wildan Suyuthi, Kapira Sefokre Hok Asesi Mannsia, Kapusdiklat Mahkamah Agung R1,
Jakama, 2002, hlm 277



penderita yang menderita separti ini diakwi dan diperbolehkan untuk
mengajukan permohenan mempergunakan hak untuk mati.”

Dengan jalan meminta permohonan kepads dokier vang bersangkulan

untuk melakukannva, vailu dengan cara menghentikan pengobatan, atou dengan

jalan meminta agar diberikan obat penenang dengan dosis tinggl. ataupun dengan

cara memberikan suntikan mati. Dengan demikian si penderita vang sudah

menentukan nasibnyva akan separa mati, Bagl negara vang maju vang sudab

mengakui adanya hak untuk mati, maka perbuatan dokter yang demikian bukan

merupakan suatu kejahatan.

Bertitik tolak dan uraian di atas, penulis merasa tertarik uniuk membahas

masalah ini. maka penulis memilih judul @ 7 PENGATURAN EUTHANASIA

DITINJAL DARI HAK ASASE  MANUSIAT

B. Perumunsan Yasalah

Di dalam ruang lingkup permasalaban ini, penulis merumuskan permasalahan

vang diteliti sehapai berikuot :

1.

-

ik
f

Bapgaimanakah pengaturan  Fathonasia dalam Hukum Positl i
Indonesia?
Bagaimanakah pengawran  Ewhonesia Ditinjau dari Hak  Asasi
Manusia?

Bapaimanakah Pengaturan Eaufhanasia di Beberapa negara?

C. Tujnan Penelitian

Adapun vang menjadi tujuan penelitian adalah :

l.

Untuk mengetahen pengaturan Ewgnasie dalam Hukum Positif &

Indonesia.

i



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menpuraikan penulisan im secara panjang lchar Bab demi Bab.

maka sampailah kita pada bagian penutup, dimana dengan berpedoman pada

uratan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

I.

il
'

Futharasia ink menyangkut soal keselamatan jiwa dimana pengaiuran
masalah Enthanasia di Indonesia hanva diatur dalam Pasal 344 KUHP.
Pasal Ini secam tegas melamng adanya tindakan eothanasia, baik il
euthanasia aktil maupun pasif yvaite tindakan vang positif dasi dokier
untuk mempercepal lerjadinya kematian,

Dengan adanva weiversal declaration af lieman rights, hak asast vang
diakui «didalameya adalab hak untuk hidop ataw the right fo life.
Adanva hak untuk hidup ini dimaksudkan untuk melindungi nvawa
seseorang terhadap tindakan sewenang-wenang dan orang lain, Oleh
Larena itu, euthanasia vang didefinisikan sebagai kematian vany terjaci
karena pertelongan dokter atas permintaan pasien atau keluarganya
diangpap sebagai pelangparan terhadap hak untuk hidup vang dimiliki
pasien. Jadi euthanasia tetap tidak baleh dilakukan karena melanggar
Hak Asusi Manuosia, sebab sampal saat inl Indonesia masih mengak
hak uniuk hidep saa, sedangkan Hak untuk mati belum diakui o
Indonesia.

[3i Negara-negars Eropa sudah ada mengakual The Right o Die i,

seperti di negara Belanda yang pertama kali melegalkan euthanasia ind



hahkan sudah ada peundang-undangan yang mengaturnya, namun hal
ni tidak bersifar mutlak, enthoanasia hanya boleh dilakukan apabila

telah memenuhi svarat dan kriteria untuk dilaksanakan cuthanasia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang teloh dikemukakan di atas, maka dapat

dikemukakan saran-saran sebagai berikus -

1.

Pencrapan Pasal 344 KUHP ni dapat mencerminkan Hak  Asasi
banusia untuk hidup terus. disamping itu pasal terscbut mengandung
makna bahwa manusia harus tetap dilindungi dan kepada aparat
penegak bukwm supava dapal melaksanakan tugasnva sebagaimana
mestinya. Pasal 344 KUHP ini sangat efisien dalam penerapannya.

Megara-negara  yang sudah  mengakui hak untuk mati dalam
perundang-undangannya agar tetap dapat melindungi hak-hak dasar
vang melekat pada diri manusia tersebul, karena hak untuk matl it
tidak bersifat mutlak dan krwena-keiteria vang menjadi 1alak ukur
perumusan Ttak  dikepai hukuman™ atau "tanpa hukuman”™  tidak

dijadikan alasan yang kuat dalam mengakhirt hidup seseorang,

i
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